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BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 1̂  TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

Menimbang :  a.  bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1
tanggal 10 Pebruari 2012, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya
dengan suatu peraturan;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaaa dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak;

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8  Tahun 1981  tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun -2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

, t4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negan
(Lembaran Negara Republjk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaai
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahai
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negarj
Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangar
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeraf
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dar
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200S
Nomor 130,  Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesie
Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukar
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994 tentang Pencabutan
atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor 35 Tahun  1983  tentang
Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian
Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Pengajuan Keberatan dan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 31  Tahun 1986 tentang Tata
Cara  Pemeriksaan  di  bidang  Perpajakan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 72);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara
Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat  Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);



14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah buk
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakai
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempa
pembayaran yang dftunjuk oleh Bupati.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sura
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKE
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanks

'  administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingka
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlar
pajak yang telah ditetapkan.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayarar
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atai
tidak seharusnya terutang.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak  sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

21. Jurusita Pajak adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi
penagihan seketika dan sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan
Penyanderaan.

22. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan
pajak.

2.3.  Penyitaan adalah tindakan Jurusita pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14.  Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhatap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

!5.  Surat  Keputusan  Pembetulan  adalah  suatu  keputusan yang  membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam pnerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat
dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 2

(1)  Perusahaan ataupun perorangan yang akan dan atau sudah melakukan kegiatan
pengambi/an Sarang Burung Walet vvajib melakukan pendaftaran dengan mengisi
formulir pendaftaran yang disediakan, dengan lengkap, jelas dan benar serta
menyampaikan kepada DPPKAD.



(2) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi dan
dikembalikan wajib pajak, dicatat dan didaftarkan dalam daft a r induk wajib pajak
berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai NPWPD.

(3) Berdasarkan formulir pendaftaran dan pendataan, Pejabat atas nama Bupati
menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan Kartu NPWPD untuk perorangan
atau pribadi dan/atau untuk perusahaan atau badan.

(4) Bentuk Formulir Pendaftaran Wajib Pajak,  Daftar Induk Wajib Pajak,  Surat
Pengukuhan Wajib Pajak serta Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan
ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN

PENETAPAN PAJAK

Pasal 3

(1) Setiap Wajib Pajak setiap masa pajak harus mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(;3)  SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pejabat
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.

(4)  Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD adalah sebagaimana dimaksud ayat (2)
tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 4

(1) Pemungutan Pajaktidakdapatdiborongkan.

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar sendiri  Pajak yang terutang dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Pasal 5

(1)  Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu
dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan.

b. SKPDKBT jika  ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;



c.  SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf b  dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 %
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(i5)  Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf
a angka 3) dikenakan sanksi administratif  berupa kenaikan sebesar 25 % (dua
puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat terutangnya Pajak.

(5) Bentuk,  jenis  dan  isi  ukuran  SKPDKB,  SKPDKBT,  SKPDN serta STPD
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan
Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 6

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau melalui Petugas Pemungut Pajak
Daerah yang ditunjuk oleh Bupati, sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2) Hasil penerimaan pajak yang diterima di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam dan atau
dalam. jangka waktu paling lama 6 hari kerja bagi tempat yang pembayaran relatif
jauh jaraknya ke Kas Daerah.

(3) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,  Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 7

(1) Petugas Pemungut Pajak Daerah wajib memenuhi  ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Dalam hal Petugas Pemungut Pajak Daerah melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Bupati memberikan peringatan sesuai jenis dan tingkat
kesalahannya.

(3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberikan sampai
dengan 3 (tiga) kali belum juga dipenuhi, Bupati mencabut penunjukannya dan
memberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 8

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur dan
atau menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai berikut:

a. Permohonan anggsuran dan atau penundaan pembayaran pajak diajukan
secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Pejabat;

b. Mengisi Surat Perjanjian angsuran dan/atau penundaan yang tersedia;
c. Batas waktu anggaran dan/atau penundaan pembayaran ditentukan sesuai

perjanjian atau yang ditentukan oleh Pejabat;
d. Pembayaran angsuran harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut sesuai

dengan setiap tanggal pembayaran angsuran yang bersangkutan;
e. Dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang

belum atau kurang dibayar;
f. Apabila tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian angsuran dan/atau

penundaan pembayaran, dapat dilakukan penagihan dengan surat paksa sesuai
dengan ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

(3) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran ditetapkan oleh
Pejabat.

(4) Bentuk dan isi Surat Keputusan tentang Angsuran Pembayaran, Penundaan
Pembayaran dan Penolakan atas Permohonan Angsuran dan/atau Penundaan
Pembayaran Pajak, sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XII yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(',)  Setiap pembayaran pajak hams menggunakan SSPD.

(2)  Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 10

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :

a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung; dan

b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 %
(dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) bulan
sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 11

(1)  Untuk pelaksanaan penagihan pajak, ditunjuk Pejabat dengan wewenang:

a. Mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak;
b. Menerbitkan:

1) Surat Perintah penagihan seketika dan sekaligus;
2) Surat Paksa;
3) Surat Perintah melaksanakan penyitaan;



4) Surat Pencabutan Sita;
5) Pengumuman Lelang;
6) Pembatalan Lelang; dan
7) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala DPPKAD.

(3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pejabat
sepanjang Bupatt menganggap perlu.

Pasal 12

(1) Apabila pajak yang terutang tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak SPTPD diterima, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan dapat dilakukan tindakan
penagihan pajak.

(2) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
yang sejenis.

(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang
terutang.

(5) Surat Teguran,  Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Pejabat.

(6) Bentuk dan isi Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  tercantum dalam Lampiran XIV dan
Lampiran XV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Apabila jumlah pajak yang masih hams dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
yang sejenis, jumlah pajak yang hams dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2.)  Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkepala dengan kata-kata
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai
kekuatan eksekutarial  dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya hams memuat:
a. Nama Wajib Pajak atau penanggung Wajib Pajak;
b. Besarnya utang pajak; dan
c. Perintah untuk membayar

(A)  Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat segera
setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis.

Pasal 14

(1) Dalam hal terjadi keadaan diluar kekuasaan Pejabat, Surat Paksa Pengganti dapat
diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.

(2) Surat Paksa Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan
eksekutarial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).



Pasal 15

(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita dengan peringatan dan penyerahan Surat
Paksa kepada Penanggung Pajak.

(2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam Berita  Acara  yang  sekurang-kurangnya  memuat  hari  dan  tanggal
pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima dan tempat
pemberitahuan surat paksa.

(1)  Bentuk dan isi Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, Laporan
Pelaksanaan  Surat  Paksa  dan Tanda Terima  Pelaksanaan  Surat  Paksa,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVI, Lampiran
XVII, Lampiran XVIII dan Lampiran XIX  yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 16

Apabila pajak yang hams dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah
tanggal  pemberitahuan surat  paksa,  Kepala DPPKAD segera menerbltkan surat
melaksanakan penyitaan.

Pasal 17

(1) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dilaksanakan oleh juru sita
dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa,
penduduk Indonesia dikenal oleh juru sita pajak dan dapat dipercaya.

(2) Setiap melaksanakan penyitaan, juru sita membuat Berita Acara pelaksanaan sita
yang ditanda tangani oleh juru sita pajak, Wajib Pajak atau penanggung pajak dan
saksi-saksi.

(3) Apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat
dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berasal dari aparat Pemerintah Kabupaten.

(4) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau penanggung
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3),  Berita Acara Pelaksanaan Sita
ditandatangani juru sita pajak dan saksi-saksi.

(5) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun
Wajib Pajak atau penanggung pajak menolah menandatangani Berita Acara
Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak
atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak atau barang
tidak bergerak yang disita berada, dan/atau ditempat-tempat umum.

(7) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberikan segel sita.

Pasal 18

(1)  Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Wajib Pajak atau penanggung pajak
yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, ternpat kedudukan, atau ditempat lain,
termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani
dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa:
a. .Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka,

tabungan, saldo rekening koran, giro atau surat berharga lainnya, piutang dan
penyertaan modal pada perusahaan lain, dan atau

b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal isi kotor tertentu.



(2)  Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai
barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya
penagihan pajak.

Pasat 19

(1) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya,
setelah lewat 10 (sepuluh)  hari  sejak tanggal  pelaksanaan Surat  Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal
pelelangan kepada Kantor Lelang Negara yang berkedudukan di Pontianak.

(2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari,  tanggal,  jam dan tempat
pelaksanaan lelang, jursita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada
Wajib Pajak.

(3) Lelang tetap dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
belum memperoleh keputusan keberatan.

(4) Bentuk dan isi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Lampiran Berita Acara
Pelaksanaan Sita, Surat Pemberitahuan Penyitaan, Segel Sita dan Pencabutan Sita
serta KesempatanTerakhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, Lampiran
XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 20

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
hanya kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD.

(2) Permohonan pengurangan,  keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalann Bahasa Indonesia
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan
STPD diterima oleh Wajib Pajak, dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung
jawabkan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya dan melampirkan:

a. SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD;
b. Foto copy KTP / identitas lain;
c. Surat keterangan lainnya yang menunjukkan bukti alasan untuk pengurangan,

keringanan dan pembebasan pajak yang terutang.

(3) Kantor DPPKAD setelah menerima permohonan pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak dawi Wajib Pajak, memberikan tanda terima.

(4-)  Tanda terima surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
yang diberikan oleh Kantor DPPKAD atau tanda pengiriman sruat permohonan
dimaksud melalui pos tercatat dan sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan
surat permohonan pengurarang, keringanan dan pembebasan pajak tersebut bagi
kepentingan Wajib Pajak.

(5)  Atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak Wajib Pajak,
Kepala DPPKAD melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan
dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

[@)  Pengurangan,  keringanan  dan  pembebasan  pajak  yang  tidak  memenuhi
persayaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap
sebagai permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sehingga
tidak dipertimbangkan dan Bupati atau Pejabat memberitahukan kepada Wajib
Pajak yang bersangkutan.



Pasal 21

(1) Pejabat atas nama Bupati  berwenang memberikan keputusan pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak yaiig terutang.

(2) Dengan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi
wewenang Bupati untuk memberikan keputusan, keringanan dan pembebasan pajak
yapg terutang.

(3) Apabila wewenang memberikan keputusan berada pada Bupati sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2),  Pejabat  meneruskan  permohonan  pengurangan,
keringanan dan pemmbebasan pajak kepada bupati dalam jangka waktu paling lama
14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

Pasal 22

(1) Surat Keputusari pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana
dimaksud Pasal 21 ayat (1), disampaikan kepada Wajib Pajak dari tembusannya
kepada Bupati.

(2) Surat Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana
dimaksud pada pasal 21 ayat (3), disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusan
kepada Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 23

(1) Bupati atau Pejabat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada
pasal 21, hams memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan
dan pembebasan pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
diterimanya  permohonan  pengurangan,  keringanan  dan  pembebasan  pajak
sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau
menolak.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati
atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan Wajib Pajak
dianggap dikabulkan.

Pasal 24

Bentuk surat Hasil Pemeriksaan Administrasi/Lapangan, Surat Keputusan Pengurangan,
Keringanan dan Pembebasan Pajak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI dan
Lampiran XXVII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan DPPKAD atas suatu:
a. SPTPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN; dan
f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan

peraturan perundangundangan perpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-



alasan yang jelas, dengan melampirkan:
a. Foto copy SSPD;
b. Asli SPTPD/SKPDKB/SKPDKBT, dan
c. Foto copy KTP/SIM/ldentitas lain.

(3) Keberatan hams diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga
tidak dipertimbangkan.

Pasal 26

(1) DPPKAD setelah menerima pengajuan keberatan dari Wajib Pajak memberikan
tanda terima.

(2) Surat Keberatan yang diterima atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos
tercatat dan sejenisnya merupakan bukti penerimaan Surat Keberatan Tersebut
bagi kepentingan Wajib Pajak.

(3) Atas pengajuan keberatan Wajib Pajak, Kepala DPPKAD melakukan pemeriksaan
sederhana yang hasilkan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasai 27

(1) Kepala DPPKAD berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan.

(2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Wajib Pajak dan tembusan kepada Bupati.

(3) Bentuk Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan dan Perhitungan Keberatan
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII dan Lampiran XXIX yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

(1) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
diterimanya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, hams
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. Menerima seluruhnya;
b. Menerima sebagian;
c. MenoJak; dan

d. Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Pejabat
tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 29

(1)  Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan
Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala
DPPKAD.



(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan
tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 30

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari
jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATE

Pasal 31

(1) Pembetulan,  pembatalan,  pengurangan  ketetapan  dan  penghapusan  atau

pengurangan sanksi administratif atas SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dapat
diberikan dalam hal:

a. SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam menerapkan
peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah;

b. Dalam hal sanksi administratif dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya.

(2) Pembetulan,  pembatalan,  pengurangan  ketetapan  dan  penghapusan  atau

pengurangan sanski administratif atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara jabatan atau atas
permohonan Wajib Pajak.

(3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administratif atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib
Pajak kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD
dengan memberikan alasan yang jelas.



(4) Pejabat setelah menerima permohonan pembetulan, pembatalan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dari Wajib Pajak, memberikan
tanda terima.

(5) Tanda terima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tanda
terima pengiriman surat permohonan dimaksud melalui pos tercatat dan sejenisnya,
merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan tersebut bagi Wajib Pajak.

(6) Atas permohonan tersebut pada ayat (1),  Bupati  atau Pejabat melakukan
pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam Beriata Acara Hasil
Pemeriksaan.

(7) Pembetulan,  pembatalan,  pengurangan  ketetapan  dan  penghapusan  atau
pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3),  tidak dianggap sebagai permohonan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
adminstratif  atas  SPTPD,  SKPDKB,  SKPDKBT,  STPT  sehingga  tidak
dipertimbangkan dan Bupati atau Pejabat memberitahukan kepada Wajib Pajak
yang bersangkutan.

Pasal 32

(1) Pejabat atas  nama Bupati  berwenang memberikan keputusan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administarif atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD.

(2) Surat  keputusan  pembetulan,  pembatalan,  pengurangan  ketetapan  dan
penghapusan atau pengurangan sanksi  administarif atas SPTPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib
Pajak dengan tembusan kepada Bupati.

(3) Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (3) diterima, sudah hams memberikan keputusan.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengabulkan atau
menolak.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, Bupati atau
Pejabat tidak memberikan suatu keputusan,  maka permohonan Wajib Pajak
dianggap dikabulkan.

(6) Bentuk Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif atas SPTPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 33

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam hal:

a. Pajak yang dibayar lebih besar dari pada yang seharusnya terutang;
b. Pajak yang dibayar tidak seharusnya terutang;
c. Permohonan pengurangan pajak yang terutang dikabulkan;
d. Pengajuan keberatan atas surat ketetapan pajak dikabulkan sebagaian atau

seluruhnya;
e. Permohonan banding terhadap keputusan keberatan dikabulkan sebagian atau

seluruhnya; dan
f. Perubahan peraturan.



Pasal 34

(1) Untuk  memperoleh  pengembalian  pembayaran  pajak,  Wajib  Pajak  harus
mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala DPPKAD secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran disertai afas
an yang jelas dan melampirkan:

a. Asli SSPD;
b. Foto  copy  Surat  Keputusan  Keberatan/Banding  atau  Surat  Keputusan

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan;
c. Foto copy KTP/SIIWIdentitas lain.

(2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dtanggap sebagai permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
Sehingga tidak dipertimbangkan dan Pejabat memberitahukan kepada Wajib Pajak
yang bersangkutan.

(3) Pejabat atas nama Bupati harus memberikan keputusan dalam jangka waktu palfng
lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(4) Berdasarkan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak, Pejabat atas nama Bupati meneribitkan:

a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak lebih besar
dari jumlah yang seharusnya terutang atau tidak seharusnya terutang;

b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah
pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak;

c. SKPDKB, apa îla jumlah pajak yang terutang lebih besar darijumlah pajak yang
telah dibayar oleh Wajib Pajak.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampaui dan Kepala
DPPKAD atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan Wajib
Pajak dianggap dikabulkan, dan jangka waktu SKPDLB harus diterbitkan dalam
waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 35

Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan permohonan banding yang
dikabulkan sebagaian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf d
dan e dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan masa bunga dihitung
seijak pelunasan pajak yang terutang sampai diferbitkannya SKPDLB dan dasar
porhitungan bunganya adalah kelebihan pembayaran pajak dimaksud.

Pasal 36

(1) Pejabat atas nama Bupati meneribitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
(SPMKP)  berdasarkan  SKPDLB  atau  Surat  Keptusan/Putusan  lain  yang
menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak dan mengirimkan kepada
Wajib Pajak.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a dan pasal 35, Pejabat
menerbitkan SPMKP setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya.

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam SPMKP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



(4) Apabila penerbitan SPMKP melewati jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga 2 %
(dua persen) sebulan dengan masa bunga dihitung sejak berakhirnya jangka waktu
2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai diterbitkannya SPMKP
dan dasar perhitungan bunganya adalah kelebihan pembayaran pajak yang
dikembalikan.

(5) Tata cara pemberian imbalan bunga ditetapkan oieh Kepala DPPKAD.

(6) Bentuk dan isi  Hasil  Pemeriksaan Ad'ministrasi/Lapangan atas  Permohonan
Pengembalian/Kelebihan Pembayaran, Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak, SKPDLB dan Perhitungan Kelebihan Pembayaran  adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII
dan Lampiran XXXIV, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada pasal 33, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang pajak dimaksud.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal  yang  belum diatur  dalam  keputusan  ini,  sepanjang  mengenai  teknis
pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala DPPKAD.

Pasal 39

Pe;raturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangah Peraturan Bupati ini
deingan penempatarmya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontiariak.

Oiundangkan di M<
pada tanggal.J.?*

SEKRETARIS DAqRAi iUPATEN PONTIANAK

Ditetapkan d Mempawahr
padatanggal  ls~-Q~ 2012

BUPATI JPONTIANAK,

BERiTA DABJ&i KABUPATEN PONTIANAK

TAHUN .@/ .,[?... NOMOR ....\

RIA HjORSAN

^



LAMPIRAN I PERATURAN BUPAT! PONTIANAK
NOMOR  :  ^ TAHUN2012
TANGSAL :  lr-Q - 2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI FORMUUR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Nomor :

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOU KEUANGAN DAN ASETDAERAH

Jalan Daeng Menambon MempawahTelp. (0561) 691779

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

KEPADA
Vth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak
di-

Mempawah
Perhatifin :
1.Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.
2.SeteJnh Formulir Pendaftaran ini diisi dan dj tanda tangani, harap diserabkan kembali kepada Dinas Pendapatan

Pengiilola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten PontianakJalan Daeng Menambon Mempawah.
3.Langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung saat diterimanya formulir ini.
4.Dilampirifoto copy Tanda Pengenal (KTP)

DIISIOLEH WAJIB PAJAK
Keterangan Mengenai Badan Usaha
1.Nama Badan Usaha :
2.Alamnt Kantor :
3.Bidang Usaha :
4.Nomor danTanggal SIUP :
6. Nomar Pokok Wajib Pajak :

Keterangan Wajib Pajak :
1.Nama :
2.AlarmitTempatTinggal :
3.Nomor danTanggal KTP :

ll. Jenis Usaha

2. LuasTempat Usaha
3. FasilitasSarang
4. Jumlah Pegawai

Pendaftar
NamaJelas :
Tanda Tangai:

KETERANGAN TENTANG OBJEK PAJAK
Sarang Burung Walet

M2
Sarang
Orang

.., 20..
Wajib Pajak

NamaJelas :
TandaTangan  :

DIISI OLEH PETUGAS DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUAN6AN DAN ASET DAERAH
1. Petugas Penerima

Diterima tanggal
Nama Jelas/NIP

, Tanda Tangan
2. Petug;is Pencatatan

NPWPD yang dib.erikan
Surat Pengukuhan No. dan Tgl :
Nama ie\ s / NIP
TandaTangan I :̂

f-'Siiridangkan cii
psda tanggal.J
SEKRETARIS DApJ

BUPATI pONTIANAK,
ftB/JPATEN PONTIANAK

RIA r|ORSAN
GUSTW#ll/!LANA

GERJTA OAÊ i RABUPATEN PONTIANAK
r'Mil'l., Vb\
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I.AMPIRAN II!  PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  :  l̂ TAHUN2012
TANGGAL :  9-r-0 - 2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUKSURAT PENGUKUHAN WAJ1B PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOIA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon MempawahTelp. (0561) 691779

MEM PAWAH

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR: TAHUN

TENTANG
PENGUKUHAN SEBAGAl WMIB PAJA.K OAERA.H

KEPAU DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

Membaca Isian fofmuliryang disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Nomor... .tanggal

Menimbang  : a. Bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan baik Subjek maupun Objek Pajak Daerah;
b. Bahwa sehubungan dengan Itu perlu menetapkan pengukuhan yang bersangkutan menjadi

wajib pajak.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor lTahun 2012 tentang Pajak SarangBurung Walet
2. Peraturan Bupati Pontianak Nomor Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2012Tentang Pajak.SarangBurung, Walet

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

tentang pengukuhan sebagal wajib pajak.

PERTAMA : Mengukuhkan :

Nama Badan Usaha :
Nama Pemilik :
Pengurus Pajak :
Alamat Pemilik :
-Kabupaten/Kota
-Kecamatan :
-Kelurahan/Desa ;
-Jalan :
Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah (NPWPD) :
sebagai wajib pajak

KSTIGA : Apabiia dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini diadakan pembetulan seperlunya.

Dftetapkan di
pada tanggal

c

DiiintfangKan di j
pasSa fanggal,...
.SEKRETARiS MR;

2k-,w
,H I;

@fell
-pott

.|PATEN PONTIANAK

BERiTA DAERAH^ABUPATEN PONTIANAK

TflHUM 2f.}$.... NOMOR .....*d

Una..

.....*

a. n, Bupati Pontianak
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak,

NIP.

BUPATI PONTIANAK,

RIA|NORSAN



LAMPIRAN IV  PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  :  1^ TAHUN2012
TAN66AL :  lr~ U - 2012
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1

TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

A. Dan Depan :

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Nomor Reg

N a m a :
A I a m a t :
Kocle Cabang :
NPWPD :?

a. n. Bupati Pont'ranak
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan AsetDaerah Kabupaten Pontianak,

NIP.

B. Dari Belakang

PERHATIAN
1.kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkan ke Dinas

Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak.

2.Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan membayar Pajak Daerah Kabupaten

Pontianak, melakukan transaksi dan berhubungan dengan instansi-instansi.

3.Dalam hal Wajib Pajak pindah rfomisili supaya mealporkan diri ke Dinas Pendapatan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak.

Keterangan NPWPD :

Golongan WP

Jumlah Potensi

Kabopaten/Kota

Kecamatan

Keluaran/Desa

Oiuntfangiiai? di
pf-cfa iangga!,,,

SEKRETARIS DAB

TAHfJEJ.

BUPATI

BIpATEN PONTIANAK

'  6USTLRAMLANA
SERfTA OAERMliABUPATEN PONTIANAK

RIA

ONTIANAK,

ORSAN

NOMOR

*....A4



LAMPIRAN V  PERATURAN 8UPATI PONTIANAK
NOMOR  :  M TAHUN2012
TAN66AL :  2.J-- <i - 2012
TENTANG : PETUN.JUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1

TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN P0NT1ANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon MempawahTelp. (0561) 691779

SURATPEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK SARANG BURUNG WALET

No.SPTPD:.
Tahun :_.

MPWPD?

KEPADA
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

]  I  I  I  I  I  I  I  i  dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

di-
Mempawah

Perhatian
1.Harap ijjisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak
2.Setelati drtsi dan ditanda tangani, harap dtserahkan kembal) Icepada DInas Pendapatan Fengelola Keuangan dan Aset Oaerah

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1.Nama Lengkap Pemilik
2.Hama Badan/Merk Usaha
3.i'ekerjaan
4.Alamat / Tempat Tinggal
5.Nomor KTP
6.Alamat Kantor / Usaha
7.Izin Usaha

1. Jenis Usaha
2. LuasTempat Usaha
3. Fasilitas Penangkaran

4. Jumlah Pegawaf
5.Jenis burung walet
6. .lumlah burung walet
7.Jumlah produksi
8.Jumlah pajak yang telah disetorkan

j;ejamat periode tahun pajak

B. 1DENTITAS OBJEK PAJAK
j j  Pengelolaan Sarang Burung Walet

..M2

.̂ sarang
[jcukup  |~^[kurang

orang

.ekor

. per hari / minggu / bulan / tahun *

Rp...

C. PAJAK HARUS DIBAYAR

DengEin menyadari sepenuhnya akan segala akibattermasuksanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan d\atas adafah benar dan lengkap.

Petugas Penerima
Diterima Tanggal  :
Is'amaJelas B&rMam
TandaTangan  ,..;,@, c-.'

Dipdangkan di K
y-'Jf.S tsiiggal..*

.., 20...
Pemohon,

flTFM TOWnAWAK-

BUPATI ONTIANAK,

BER1TA D&ESASsijACUFATEM PONTIANAK
@JVitfrjr-i @?Zf.In- noiwor.@14. @ @-

fry
RIA jlORSAN

Jumlahproduksi

Hargapasar/jual/transaksi

TarifPajak

Jumlahpajakyangharusdibayar

Rp x5%

Rp

5(lima)%

Rp

..ons/kgpermasapanen

perons/kg*

/masapenen



LAMPIRAN VI  PERATURAN BUPATI PONTiANAK
NOMOR  :  '4 TAHUN2012
TANS6AL :  2-J"' Q @ 2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1

TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN 1SI SKPDKB

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

No.Seri:.

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

No. Kohir:

I.  Wajib Pajak
a. Nama
b. Nama Badan Hukum
c.Alamat

d. N P W P D

II.  Icientitas Pajak Daerah

a.Jenis Pajak

b.Objek Pajak

Tahun :

?

PERHATIAN
1. Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDKB
2. Penyetoran menggunakan formulirSSPD
3. I'ernbayaran dllakukan di Kas Daerah / Petugas Pemungut Pajak Daerah

.., 20..

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

NIP.

Vjk::\ ujktm jl
pad3 'isngciall
S0>RHARi3D/fl

iwawali

^BUPAtEN PONTIANAK
BUPATI PONTIANAK,

du.@

RIA ĴORSAN
GUSTM&fc/ILANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN .@ ? ...,. NOP/IOR .,..\ \ .....

PERINCIA.NPAJAKTERHUTANG
NO

4.

5.

URAIAN

PokokPajak Rp.

Pajakterhutangyangtidak/kurang/terlambatbayar

DendaAdministrasi1%xRp (PajakyangKurangBayar)

DendaKenaikan25%xRp (PokokPajak)

JumlahPajakyangharusdibayar

KETETAPAN(Rp.)

=

=
DengonHuruf:( )



LAMPIRAN VII  PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  :  14 TAHUN2012
TANSSAL :  5-r -^ - 2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAKSARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SKPDKBT

. PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK| DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

No. Seri:...
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

Mo. Kohir:

I. Identitas Wajib Pajak
a. Nama Wajib Pajak

b. Nama Badan Hukum

c.Alamat Wajib Pajak

1.Kab/Kota

2.Kecamatan

3.Kel / Desa

4.Jalan

5.RT/RW

d.NPWPD

II. Identitas Pajak Daerah

a.Jenis Pajak

b.Objek Pajak

Tahun :

PERHATIAN
1. Pajak dilurrasi selambat-lambatnya 1 (satu) butan sejak diterbitkannya SKPDKBT
2. Penyetoran menggunakan formulirSSPD
3. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah / Petugas Pemungut Pajak Daerah

.., 20..

c~

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

NIP.

DianeSangkaii dil
[;arig tanggai.J
skretarTs dae|

A/ah
9oit

MJUPATEN PONTIANAK BUPATI

GUST! a
,t

>ONTIANAK,

to-
GUSTlRAiflLANA

BERITA DALRAf! KABUPATEN PONTIANAK
RIA Î ORSAN

PERINCIANPAJAKTERHUTANG
NO

1.

2.

3.

4.

5.

URAIAN

PokokPajak
PenemuandatabaruRp

DendaKenaikan100%xRp (Penetapandatabaru)

JumlahPajak(2+3)JumlahPajakyangharusdibayar(1+4)DengonHuruf:(

KETETAPAN(Rp.)

111111

=

;



LAM PI RAN VIII  PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  :  14 TAHUN 2012
TANGGAL :  0-r- Q - 2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUKDAN ISI SKPDN

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASETDAERAH

J3lan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

No. Kohir:
Tahun :

I. Identitas Wajib Pajak

a.Mama Wajib Pajak

b.Mama Badan

c.Alamat

"@  d.MPWPD

IT. Identitas Pajak Daerah

a.Jenis Pajak

b.Objek Pajak

11. Pertiitungan Pajak Nihil

?

a.Pajak yang harus dibayar

b.Pajak yang disetor

c.Pajak yang diperhitungkan

kemball

d.Jumlah yang diperhitungkan

(b + c)

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

e. Jumlah yang masih harus

dibayar (a-c)

: Rp.

Rp.

NIHIL

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

NIP.

Biundangksa r.

psda tangonL
SSKETARiStt*

rji tV?|3't!P;

\
f -r

W

kail

UPATOI PONTIANAK

8UPATl| PONTIANAK,

\ y/

BERITA BAEfî KABfJPATEM PONTIANAK

TAHUM .*%p!~. MOMOR .....Al

RIA |\ ORSAN



LAMPIRAN IX  PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  :  14. TAHUN2012
TANGGAL :  Ir^^ @ 2012
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1

TAHUN 2012 TENTANG PAJAKSARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI STPD

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

No. Sen:.

SURATTAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

No. Kohir:
Tahun :

PAJAK TERHUTAMG : Rp..

Identitas Waiib Paiak
1. Nama :

2. Alamat :

3. NPWPD :

Identitas PajakDaerah

1. Jenis Pajak :

2. Ohjek Pajak

?

PERINCIAN PAJAKTERHUTANG

Pajak terhutang dalam

a.Tidak atau kurang bayar

b.Kurang bayar akibat salah tulis/salah hituhg

Sanksi Administrasi:

2%x  buianxRp ,  ( a/b )

= Rp.

= Rp.

= Rp-
3.  Jumlah PajakTerhutang

Dengan Huruf: (

= Rp.

PERHATIAN ;
1. Svrat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ml haws

diluna:;i 1 (satu) bulan sejak yanggal diterima.

2. Apabila sampai jatuh tempo jumlaah pajak

terhutang belum difunasf dapat ditagih dengan

surat paksa, sita dan lelang.

3. Tampat pembayaran di

.., 20..

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

NIP.

DitffidangiKn e3i h
pada tanggalu..?
SiKRETARJS DAER-

BUPATI 'ONTIANAK,

GUST!

AJJUfATEN P0NT1ANAK

- ;*@

bUSTim/JlANA
BERiTA DAERAH^ABUPATEM PONTIANAK
T4HUN .. $%... NOMOR ...A.I......

RIA |JORSAN



LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  :  M TAHUN2012
TANGGAL :  If _ ̂  _ 2012

TENTANG : PETUNJUK PELAtCSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN IS) ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DJNAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

BUPATI PONTIANAK
NOMOR:

TENTANG
ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

BUPATI PONTIANAK,

yang dfajukan oleh Wajib Pajak

NPWPD : Q

:  Bahwa setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Pajak untuk menunda pembayaran

pajaktelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal Keputusan Bupati Pontianak

:  1. Pasal  ayatf  ) dan ayat (  ) Perda Kabupaten Pontianak Nomor Tahun2012

2. Pasal  Peraturan Bupati Pontianak Nomor Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

perda Nomor Tahun 2012

MEMUTUSKAN :

:  Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak :

A I a m a t :  

Untuk mengangsur pembayaran pajak atas utang pajak berdasarkan :

|  1 STPD | | SKPembetulan

|  | SKPDKB [̂ J SKKeberatan
|  | SKPDKBT [  )  Putusan Banding

Jenis

Pajak
Tahun

Pajak
NomorKetetapan/
Keputusan/Putusan

TanggalJatuhTempo
Pembayaran

JumlahPajakyangmasih
harusdibayar(Rp.)



dengan ketentuan sebagai berikut:

, 20...

An. Bupati Pontianak
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak,

Ket:
Beri tanda x pada |  | yangs^uai

DiumiangkantinMi
pacla tanggalJ^S
SSCRETARIS DA^RA| bpUPATEW PONTIANAK

1 GUSTl/R^ILAMA
BERITA DAEP̂ H KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN .Ju*$ẑ  MOMOR rl......

NIP.

BUPATIJPONTIANAK,

RIA (JORSAN

ANGSURANKE JUMLAHANGSURAN JUMLAHBUNGA TANGGALPEMBAYARAN



LAMPIRAN XI  PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  :  1^ TAHUN2012
TANGGAL :  V-Q - 2012
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1

TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN 1SI PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

BUPATI PONTIANAK
NOMOR :

Membaca

Menimbang

TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

BUPATI PONTIANAK,

.yang diajukan oleh Wajib Pajak

NPWPD : Q

Bahwa setelah diadakan penelitian ternyata alasatvalasan Wajib Pajak untuk menunda
pembayaran pajaktelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal Keputusan

Bupati Pontianak Nomor ;

Mengingat : 1. Pasal  ayat (  ) dan ayat (  ) Perda Kabupaten Pontianak Nomor Tahun 2012

2. Pasal  Peraturan Bupati POntianak Nomor Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perda Nomor Tahun 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :  Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak :

NPWPD  :  Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  r~T  1 |  |  INPWPD  :

A I a m at :
I  I  I  I

Untuk mengangsur pembayaran pajak atas utang pajak berdasarkan :

(~~[ STPD [  |  SKPDKB |  j  SKfCeberatan

| | SKPOKBT |  |  SK Pembetulan  P~~|  Putusan Banding

Dengan ketantLan sebagai berikut;
sampai dencantang
dengan dike naMarj b

DfUiKfaFtgkai) cli Ifleipida*
f.ada tanggal..?T.-̂ 9['-]

nga sejumlah Rp..

ECRETARIS QAHfj, PATEN PONTIANAK

Ket:
BERITA DAERAS<KABUPATEN PONTIANAK

rAHUN ..??$?.... NOMOR-....M

Beri tanda x pada^_] yangsesuai

Ditatapkan di
pada tanggal

An. Bupati Pontianak
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak,

NIP.

BUPATI PONTIANAK,

RIA|NORSAN

Jenis

Pajak
Tahun

Pajak
NomorKetetapan/

Keputusan/Putusan
TanggalJatuhTempo

Pembayaran
JumlahPajakyangmasih

harusdibayar(Rp.)



LAMPIRAN XII  PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  :  lt TAHUN2012
TANGGAL :  tr-Q. - 2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN OAERAH KABUPATEN PONTiANAK NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI PENOLAKAN PERMOHONAN AN6GSURAN

gfff?1*1** PEMERiNTAH KABUPATEN PONTIANAK
ĥ M^i DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
k^ l̂|15P Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

BUPATI PONTIANAK
NOMOR:

TENTANG
PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN / PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

BUPATI PONTIANAK,

tanggal  yang diajukan oleh Wajib Pajak

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

NPWPD : Q

Bahwa setelah diadakan penelitian temyata alasan-alasan Wajib Pajak untuk mengangsur/

menunda *) pembayaran pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal

1. Pasal  ayat (  ) dan ayat (  ) Perda Kabupaten Pontianak Nomor Tahun 2012

2. Pasal  Peraturan Bupati Pontianak Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan

perda Nomor Tahun 2012

MEMUTUSKAN :

Menolak Permohonan Angsuran/Penundaan *) Pembayaran Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak :

N a m a

NPWPD

Ala m at

?

Ditetapkan di
pada tanggal

An. Bupati Pontianak
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak,

Ket:

*) coret y;ing tidak perlu

Diuiitiangkan d
pacia tangga!.

J3UPATEN P0NT1ANAK

NIP,

BUPATI

RIA

ONTIANAK,

ORSAN



LAMPIRAN XIII  PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR  :  l^f TAHUN2012
TANGGAL :  V-<^ @ 2012
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1

TAHUN 2012 TENTANG PAJAKSARANG BURUNG WALET

BENTUKDANISISSPD

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

SURATSETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
NOMOR :

LEMB'AR : 1/2/3/4

Untuk keperluan PemerintahKabupaten Pontianak terlah diterima dari:

1. Nama :

2. Alamat

3. NPWPD :  \ 2 |  |  | |  [  |
4. Jemis Pembayaran :

5. Jtmis Pajak

6. Uangsejumlah : Rp.

dengan huruf :

,7.  Si.'bagai Penyetoran :  |  AYAT  |  POKOK  1  Kl

Rp.

AYAT POKOK KENAIKAN/

DENDA
8UN6A JUMLAH

Jumlah Seluruhnya

Uang tersebut di atas diterima :

tgl, 201

Penerima,

N a m a :

Jabatan :

TandaTangan  :

Uang tersebut di atas diterima :

Penyetor,

N a m a :

Jabatan :

Tanda Tangan  :

201

Oiandangken di
pada tangga!..,
c::.:R TAms das

Jj/tentpeviiah

m^fSl/PATEM PONTIANAK

BUPATI |>ONTIANAK,

. "A

gustu^lana
BERITA Dfl|2^H KABUPATEN PONTIANAK

RIA IVJORSAN



-LAM PI RAM XIV  P ER ATU RAN B U PATI PO NTIANAK
NOMOR  :  "* TAHUN 2012
TANS6AL :  V-C* ^ 2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAKSARANG BURUNG WALET

.  ' BENTUKDAN ISI SURATTEGURAN

tfgjP01** PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
y*m&'j DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
l*̂ -ySP Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

TEGURAN
Nomor:.

Kepada Yth:

Nairia ;

NPWPD :
Ala,fnat :

Menurut d;rta yang ada pada kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai lunggakan pajak sebagai berikut:

Jumlah : Rp.

(.

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Perda Kabupaten Pontianak

Nomor 1 Tnhun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet diminta kepada saudara agar melunasi jumlah tunggakan

Pajak dalarn waktu 7 (tujuh) harisetelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal liaudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNAS1 DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI

SETELAH TANGGALSURATTERGURAN INI. SESUDAH BATAS

WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN

DENGAN PCNERBITAN SURATPAKSA
(Pasal 18 Perda Kabupaten Pontianak Nomor 10 Tahun

2010tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan)

*) coretyangtidakperlu [-"''-'@@> tsnggalJ.T?

f

.., 20..

An. Bupati Pontianak
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak,

NIP.

ÎJPATEN PONTIANAK
BUPATI |>ONTIANAK,

GUSTHfAltlLANA
BERITA DAjgSH KABUPATtN PONTIANAK

TAHUN *j$?,(.}... NOMOR ....'4

RIAfjIORSAN

JENISI'AJAK TAHUN

PAJAK
NO&TANGGAISTPD/SKPDKB/

SKPDKBT/5K.PEMBETULAN
SK.KEBERATANPUTUSANBANDING*)

TANGGAL
JATUHTEMPO
PEMBAYARAN

JUMLAH
TUNGGAKA

PAJAK(Rp



LAMPIRANXV PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  :  1^ TAHUN2012
TANGGAL :  ly, (, _ 2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SURAT PERIN6ATAN PENAGIHAN PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DMAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

SURAT PERIN6ATAN PENA6IHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan Kepada :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

NPWPD . : |  | Q
Alamat

Untuk melunasi sekaligus utang pajak sejumlah Rp.

menurut perincian berikut:

Jumlah : Rp..

pada hari. . Tanggal Bulan tahun 201..

.., 20..

An. Bupati Pontianak
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola KeuangE

dan AsetDaerah Kabupaten Pontianak,

Ket:
*) coretyangtidakperlu

PATFN PONTIANAK

gustj bAana
KRiTA DMrUifltAeUPATEN PONTIANAK

@c. -iiifJ ...pt$2:.. KOMOR ..-..1.7.

NIP.

BUPATI ONTIANAK,

RIA fjlORSAN

JENISPAJAK TAHUN
PAJAK

NO&TANGGALSTPD/SKPDKB/
SKPDKBT/SK.PEMBETULAN

SK.KEBERATANPUTUSANBANDING*)

TANG6AL
JATUHTEMPO
PEMBAYARAN

JUMLAH
TUNGGAKAN
PAJAK(Rp)



LAMPIRAN XVI  PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  :  \ TAHUN2012
TAN6GAL :  V- Q - 2012
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1

TAHUN 2012TENTANG PAJAKSARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SURAT PAKSA

f&B$L*> PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
PL̂ MU DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
k^̂ S" Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

SURATPAKSA

DEMJ KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOU KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang bahwa

Nama V\ ajib Pajak/Penanggung Pajak

N P WPD

Alamat

?
Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini:

) @Dengan ini:

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar tunggakan pajak tersebut ke Rekening Kas Daerah

di Bank Xalbar Cab. Mempawah dengan No Rek , dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam
sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.

2. Memerintahkan kepada Juru Sjta yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan

pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Paj'ak apabila

dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

Ditetapkan di
pada tanggalI @  " '

PERHATIAN
PAJAK YANS HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM
SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI
SESUDAH 8ATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK,
AKAN DILANJUTKAN DEN6AN PENYITAAN |

Ket:

coretyangtidakperlu  .
@j::~ioi(}tr n ri? man

LTMrtErABujj aftEIJAM

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

NIP.

r
f

B UP ATI
K/JBlfPATEM PONTIANAK

GUSTH&lfoLANA
BERITA DAERA" KASUPATEN PONTIANAK

TAHUN ..fĵ T... NOMOR ...A^

RIA

PONTIANAK,

KlUr

NORSAN
\

ENISPAJAK TAHUN

PAJAK
NO&TANGGALSTPD/SKPDKB/

SKPDKBT/SK.PEMBETULAN
SK.KEBERATANPUTUSANBANDING*)

JUMLAH
TUNGGAKAN
PAJAK(Rp)



LAMPIRANXVII PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  :  14 TAHUN2012
TANSGAL :  V - ^ - 2012
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAIvl PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1

TAHUN 2012TENTANG PAJAKSARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DMAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon Mernpawah Telp. (0561) 691779

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari mi Tanggal 20 , atas pennintaan Kepafa DPPKAD Kabupaten Pont'mnak

yang berkedudukan di Di saya, Juru Sita Pajak pada

Kantor DPPKAD Kab. Pontianak Bertempat kedudukan

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

dan saya, Jiiru Sita Pajak Berdasarkan Ketentuan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya

dalam waktu 2 X 24 jam (dua kali dua puluh empatjam), memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor ke

Kas Daerah - Bank Kalbar Cab. Mempawah No. Rek sebanyak Rp  dengan tidak

mengurangi kewajiban untufc merabayar biaya-biaya penagilmn pajafc fnf dan biaya sefanjutnya, dan jifca ia tfdak membayar

dalam waktu yang telah di tentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak

akan disita dan dijual di muka umum/dijual langs.ung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar

utang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat'Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN. Saya, Juru Sita Pajak, telah
menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan

orang pribad i/badan yang menanggung pajak.

di sebabkan

Ycing Menerima Salman Surat Paksa
Juru Sita Pajak

Jabatan .
Jabatan .

Biaya Pelaksanaan Surat Paksa sebagai Berikut:

Biaya Perjalanan : Rp

J u m I ah

Ket:

Rp..

coretyangtidakperlu

Oiundangkan rii f/jsr
'It

BUPATI ^ONTIANAK,

iSa'SZTARiS DAE&jli tJA.f,u|JATEH PONTIANAK

RIA IVjORSANGUSTjMMlLANA
BERITA DAERfiHttAllUPATEN PONTIANAK

TAKUN ...$~T?:.. MOMOR ...It



LAMPIRAN XVIII  PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR ' :  14 TAHUN2O12

TANG6AL :  V - C# - 2012

TENTAN6 : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN P0NT1ANAK NOMOR 1
TAHUN 2012TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN 1S1 LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

NPWPD  : |  |  |  |  |  |  |  |  "|  |  |

II. Pelaksanann

2.Ber.ita Acara pelaksanaan Surat Paksa terlampir.
3.Utang pajak sebagai berikut:

III. Data mengenai Wajib Pajak / Penanggung Pajak

A. Pengajuan /Penyelesaian Surat Keberatan.

. Objek Site

1. Jenis barang bergerak

2. Jenis barang tidak bergerak

terletak di:

terletak di:

Taksiran harga

Taksiran harga :

Rp

JENISPAJAK TAHUN
PAJAK

NO&TANGGALSTPD/
SKPDKB/SKPDKBT/

SK.PEMBETULAN/SK,
KEBERATANPUTUSAN

BANDING*)

JUMLAH
PAJAKYANG

MASIHHARUS
DIBAYAR

JUMLAHPAJAKYG
TELAHDlBAYAR

MENURUT
SURAT
PAKSA

MENURUT
WAJIB
PAJAK

JUMLAHPAJAKYG
MASIHHRSDlBAYAR

MENURUT
SURAT
PAKSA

MENURUT
WAJIB
PAJAK

JENISPAJAK TAHUN
PAJAK

NO&TANGGALSTPD/
SKPDKB/SKPDKBT/

SK.PEMBETULAN/SK.
KEBERATANPUTUSAN

BANDING*)

JUMLAH
PAJAKYANG

MASIHHARUS
DIBAYAR

PENYELESAIANSURATKEBERATAN

TANGGAL
DITERiMA/

DITOLAK TUNG6AKAN





LAMPIRAN XIX  PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  :  W TAHUN 2012

TANS6AL :  If - $ - 2012
TENTAN6 : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1

TAHUN 2012 TENTAN6 PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI TANDA TERIMA PELAKSANAAN SURAT PAKSA

I PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DMAS PENOAPATAM PEN6EL0LA KEUAN6AN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon MempawahTelp. (0561) 691779

Tanda terima dari

Uangsejumlah

TANDATERIMA PELAKSANAAN SURAT PAKSA

:  Bendahara Pengeluaran DPPKAD Kab. Pontianak

:  Rp..

(

untuk pemba.yaran biaya : *)

| I Pelak;anaan Surat Paksa I I Pelaksanaan Penyitaan sehubungan dengsn Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan

Nomor: .

Nomor: .

. Tanggal .

. Tanggal .

. Sesuai dengan Kepulusan Menteri Keuangan

,20..

Juru Sita Pajak

Ket:
*) beritanda x pada  [  |

yangsesuai

.@jir::l?ar.gkan rii

a  ..', tangga!..
-. .XHmraSDAE^

r

'ah

PATEP! PONTIANAK

NIP.

BUPATI

RIA

PONTIANAK,

fJORSAN



LAMPIRAN XX  PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR  :  1^ TAHUN 2012
TANGGAL :  V-Q - 2012
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1

TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SURAT PERINTAH MELAKSANAAN PENYITAAN

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

SURATPERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor:

Oleh k;irena Wajib pajak/Penanggung Pajak

Nama :

NPWPD : [

Alamat : .

= D

Kepada siapa telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor Tanggal

Hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar, maka sesuai

dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

dan P(;rda. Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet dengan ini

diperintahkan kepada :

Jabatan : Jurursita Pajak pada DPPKAD Kab. Pontianak

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) milik Wajib

Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di

tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersarna-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga negara Indonesia yang telah

mencapai usia 21 (dua pulah satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita  Acara  Pelaksanaan  Sita  supaya  disampaikan  dalam  waktu  paling  lambat

, hari setelah pelaksanaan penyitaan.

PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 10 (SEPULUH)
HARI  SETE1AH DILAKSANAKAN PENYITAAN. SESUDAH,
BATAS  WAKTU  ITU,  KAMI  AKAN  MENGAJUKANl
PERMINTAAW KEPADA KANTOR LELANG NEGARA AGAR
BARANG-BARANG YANG TELAH DISITA DIJUAL Dl MUKA
UMUM/DIJUAL LANGSUNG KEPADA PEMBELI.

Tentang Pajak ) ,

Biundsrigkesfi di
p^aa tangaa!..
SSiRErAS&SDAsHi
GftiTA
"?'@--'.u'f'.T

1IPATEN PONTIANAK

!S7>KA!V!LA!\
\ M HASUPATEM PONTIANAK

"fit., KOWIOR ...11

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

NIP.

BUPATl ^ONTIANAK,

RIA N|ORSAN



LAMPIRAN XXI  PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  :  1$ TAHUN 2012
TANGGAL :  <tr- U @ 1012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

tfgff00̂ PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
M^:̂ J DINAS PENDAPATAN PEN6EL0LA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
k -̂ r̂SJP Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

NPWPD ; ? [ | | |  |~|  I  I  |  IN P W P D
Alamat

A. Uang Tunai

B.  Surat Berharga (obligasi, saham dan sejenisnya)

C.  Piutang

D.  Penyertaan Modal

Juru Sita Pajak

parts tant/na!,,
ci-̂ etamspa:

EBvah

BUPATEN PONTIANAK

@@ @@@.@"1 *Ji5-. K-;h:oR....i.l

NIP.

BUPATI fONTIANAK,

NO

1
2
3

JENISMATAUANG PECAHAN

.......;;: .; I ... ...

JUMLAH
LEMBAR JUMLAH

JumlahRp.

KETERANGAN

NO

1
2
3

JENIS JUMLAH N!LAI
NOMINAL

'. @@'@ @ .;.@ @@@@' .@ @@'@ ,'. ', I@@.".@. @. @.:@@

PERKIRAANNILAI
PASAR

JUMLAH
NILAI

JumlahRp.

KETERANGAN

1 NO
1
2
3

JENISPIUTANG NILAIPIUTANG

JumlahRp.

NAMADEBITUR KETERANGAN

NO

1
2
3

JENIS/BENTUK BESARPENYERTAAN

JumlahRp.

PERUSAHAANTEMPAT
PENYERTAAN KETERANGAN



LAMPIRAN XXII  PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR  :  (4 TAHUN 2012
TANGGAL :  V^Q~ 2012
TENTAN6 : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1

TAHUN 2012TENTAN6 PAJAKSARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PENYITAAN

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DMAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

Nomor :
Lampiran  :
Perihal : P(;mberitahuan Penyitaan

..20.

K e p a d a

Sdr. .

di-

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu atas nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Nama :

NPWPD  : |  |

Alamiit

Terlampir, sesuai:

( (  Surat kuasa Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

berada dalam penyitaan sebagai jaminan atas uang pajak kepada Negara oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang

bersangkutan.

Diharapkan bantuan Saudara untuk mencatat dan memblokir deposito, tabungan, saldo rekening koran giro atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu atas nama Penanggung Pajak tersebut di atas.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

Beri tanda x pada? yangsesupr

p::da tanggaf. ,1
E.^RETARIS DA i

W3fl

UPATEN PONTIANAK

UHUH

i^MLANA
&.3UPATEN PONTIANAK

NOIWOR...^

NIP.

BUPATI

RIA

ONTIANAK,

Kfc-

ORSAN



LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR  :  14 TAHUN2012
TANGGAL :  V C @ 2012
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1

TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARAN6 BURUNG WALET

BENTUK DAN |SI SEGEL SITA

f^C .̂1 PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
Rp|gJ DMAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
^\^ Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

DISITA

KUTIPAN  BERITA  ACARA  PELAKSANAAN  SITA  ATAS  BARANG
BERGERAK/BARANG TIDAK BERGERAK.

TANGGAL:  

BARANG INI  TERMASUK  DALAM BARAN6-BARANG YANG DISITA  NEGARA.  BARANG SIAPA YANG SENGAJA

MEMINDAHTANGANKAN / MEMINDAHKAN HAK / MEMINJAMKAN / MERUSAK BARANG INI, DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN

PASAL 231 KUH PIDANA, DENGAN ANCAMAN HUKUMAN SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN PENJARA.

Juru Sita Pajak

tfiurs-.iangfcan di kiejnjiawah
[:acfa tangga!..,prJ."j:J'<'*'2.

KsrSETARISDAg JPATEN PONTIANAK

@*- tf

BERiTA DAERAKKAE'JPATEN PONTIANAK

TAHIJN ..SjKJsL.. NOMOR ....W

NIP.

BUPATI

RIA

ONTIANAK,

m-

YORSAN



Penyitaan dapat dilakukan karena :

Kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dijelaskan bahwa barang yang telah disita tersebut akan dijual di muka umum dengan

perantaraan Kantor Lelang Negara, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak menunjuk  yang

bertempat tinggal di  Sebagai penyimpanan dan untuk itu menyimpan

tersebut memindatangani berita acara dan salinan-salinannya sebagai ia menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpanan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani berita acara dan

salinan-salinannya.

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpanan barang dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak Juru Sita Pajak

Penyimpan Saks|.  ^

Biaya Penagihan pajakyaitu :

- Biaya hnrian jurusita Pajak dan saksi Rp..

- Biaya Perjalanan Rp. .

Jumlah Rp
telah/belum dilunasi *)

Ket:
*) coret yanfitidakperlu

CATATAN :

Memindahtangankan, merusak, atau menggelapkan barang-barang sitaan ini adalah perbuatan yang
diancam hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 231, 372, dan 375 KUH Pidana.



LAMPIRAN XXIV PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  :  '4 TAHUN2012
TANGGAL :  *y-G @ 2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SURAT PENCABUTAN SITA

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

Nomor

Perihal : Pencabutan sita
20..

K ep a d a

NPWPD : |  [  |  |  |  |  |  | ~|

di-

Berhufaung saudara telah melunaskan tungakan-tunggakan pajak, maka sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang

Ndmor IS Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Penyitaan atas barang milik Saudara yang

telah dilakukan pada tanggal dengan ini DICABUT.

Demikian agar dimaklumi.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

NIP.
Tindasan :

1. Kepala Seksi Pajak Daerah;

I i-1 Ail a
'" tdlld' , ...,'

Ei-RiTA B

BUPATll
vah

tparm pontianak

PONTIANAK,

RIA^IORSAN

GUSTlj^iLA îA
'.HSUCM'J-i PGNTIANAK

TAHUfl ..?$$:... MOMOK ...it-



LAMPIRAN XXV  PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR  :  If TAHUN2012
TANGGAL :  V - Q - 2012
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KA8UPATEN PONTIAIMAK NOMOR 1

TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

Nomor

Lampiran

BENTUK DAN 1SI SURAT KESEMPATAN TERAKH1R

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DJNAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

..20.

k e p a o a

Yth. .

KESEMPATAN TERAKHIR
berdasarknn catatan kami hingga saat irti ternyata Saudara belurn juga melunasi tunggakan-tunggakan pajak a.n

NPWPD dengan rincian sebagai behkut:

berhubung dengan itu, maka kami akan metanjutkan tindakan penagihan dengan menjual di muka umum barang-
barang  rriilik  :  Yang telah  disita  oleh Jurusita  Pajak bernama :

Biaya-biay.'i untuk pelaksanaan lelang tersebut yang kesemuanya akan menjadi beban Saudara adalah sebagai
berikut:

1.Biaya Pengumuman Lelang di surat-surat kabar;
2.Biaya lel.ang;
3.Biaya Juiusita Pajak
4.Biaya lain yang berhubungan dengan itu.

Jelas kiranya bahwa tindakan pelelangan, selain sangat merugikan nama baik, juga akan menambah jumlah biaya
yang harus Saudara pikul.

Oleh karena itu kami memberikan kesempatan terakhir kepada Saudara untuk melunasi utang pajak tersebut
selambat-kimbatnya tanggal  dan melaporkan pelunasannya ke Seksi

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

:'.^:g:an dim
canggalJ..?X

HARISOApR/J!

ibtjiQBwal)

pj.tfi'JPATEN PONTIANAK

GUSJkMiLANA
8E??iTA BA&gmH kABl̂ ftTiN PGNTIANAK

TMWM .^t?:..,,, MOsSOR ...J4

NIP.

BUPATI ^ONTIANAK,

RIA I\ ORSAN

JENISP/JAK TAHUNPAJAK

NOMORDANTANGGAL
STPD/SKPDKP/SKPDKBT/

SK.PEMBETULAN/SK.KEBERATAN/
PUTUSANBANDING

Jumtah Rp.

JUMLAHTUNGGAKAN
(Rp.)



LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  :  M TAHUN2012
TAN6GAL :  ly - & _ 2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI HASH PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / LAPANGAN
ATAS PERMOHONAN PENGURANSAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

HASH PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / LAPANGAN
ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN/KERINGANAN DAM PEMBEBASAN

PAJAK SARANG BURUNG WALET

Yang bertandatangan di bawah ini:

Berdasarkan Surat Perintah Nomor  tanggal  Telah melakukan pemeriksaan terhadap

permohonan pengurangan/keringanan dan pembebasan pajak atas nama :

Dengan uraian temuan pemeriksan sebagai berikut:

;@ ':@:...iuitj'san &

pz-$z tattggal...

SEKPETARiS DAE:
BUPATI PONTIANAK,

BfPATEN PONTIANAK

gustlrMana
BERiTA DASRBh tlASliPATcN PONTIANAK

TAK;iM ,./% }:@ KOMGR ...W

RIA ĴORSAN



LAMPIRAN XXVII PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  :  !^ TAHUN 2012
TAN6GAL :  V" ^ - 2012
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1

TAHUN 2012TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUKDAN ISISKTENTANG PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN PAJAK

fillE^l PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAKft*ipkj| OINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUAN6AN DAN ASET DAERAH
\ p^ Ja|an Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR:

TENTANG
PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Membaoa

Menimbang

BUPATI PONTIANAK,

Surat Permohonan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan Pajak terutang dari.

a. bahwa  hasil  pemeriksaan  lapangan  terdapat/tidak  terdapan  cukup  alasan  untuk

memberikan  pengurangang/keringanan/pembebasan pajak terutang atas

b. bahwa setelah dip?rtimbangkan maka perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat : 1.  Pasal  ayat (  ), ayat (  ) dan ayat (  ) Perda Kabupaten Pontianak Nomor ITahun 2012

tentang PajakSarang Burung Walet

2.  Pasal  PeratUran Bupati-Pontianak Nomor Tahun 2012

Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN :

PEMBERIAN PENSURANGAN/KERINGANAN/ PEMBEBASAN PAJAK YANG TERUTAN6.

KEDUA : Mengabulkan seluruh/sebagian/menolak permohonan pengurangan/keringanan/ pembebasan Pajak

yangterutangkepada :

npwpd  :  n

Alamat ;  

Pajak terutang dalam SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok ketetapan =  Rp.

- Denda2%x bin x Rp. =  Rp.

Rp.



KETIGA : Pengurangan/keringanan/pembebasan Pajak sebagaimana pada ayat (1) yang ditetapkan dengan

perhitungan sebagai berikut:

a. Pajak terutang menurut

SKPD/SKPDKB/5KPDKBT/STPD

b. Besarnya pengurangan/keringanan/

pernbebasan pajak yang terutang

( % x Rp. )

c. Jumlah Pajak terutang setelah

pengurangan(a -b )

= Rp.

= Rp.

= Rp.

KEEMPAT : Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah

Nihil (SKPDN).

Ditetapkan di
pada tanggal

An. Bupati Pontianak
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak,

r

(Jfundangkan (ii WIcUp.
ji-.-:a tangga!..?,ff>

3EKRfc7AR|SDAE-?Ai|!Mi

iWah

AEpATEN PONTIANAK

NIP.

BUPATI

RIA

PONTIANAK,

NORSAN



LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  :  If TAHUN 2012
TANGGAL :  *y ~- & @ 2012

TENTANG : PETUNJUK PEUKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
TAHUN 2012TENTANG PAJAKSARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SK PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS KETETAPAN PAJAK

f̂ ^jj] PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
@H^*1eHH  DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
^Cjjî Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR :

TENTANG
PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK

BUPATI PONTIANAK,

Menimbang  :  a.  hasil  pemeriksaan  kantor/lapangan  atas  pengajuan  pembetulan  SKPD/SKPDKB/

SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN  sebagaimana  dituangkan  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan

b.  bahwa setelah  dipertimbangkan,  maka  penyelesaian  pembetulan  atas  SKPD/SKPDKB/

SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN tersebut perlu ditetapkan dengn keputusan.

Mengingat :  1.  Pasal  ayat (  ) Perda Kabupaten Pontianak Nomor ITahun 2012

tentang Pajak Sarang Burung Walet

2.  Pasal  Peraturan Bupati Pontianak Nomor Tahun 2012

Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN :

PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK SARANG BURUNS WALET

KEDUA Menerima sebagian/seluruhnya, menolak, menambah besarnya jumlah ketetapan Pajak *) pengajuan

keberatan Wajib Pajak:

N a m a

AI a m a t

N P WPD ?
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD *) :

-Tanggal :  

KET1GA Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka besarnya ketetapan pajak dalam

SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/STPD *) adalah sebesar Rp



KEEMPAT :  Perhitungan besarnya ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana

[ampiran keputusan ini.

KEUMA Apabila dikemudian had ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

An. Bupati Pontianak
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak,

Tembusan :

1.Wajib Pajak.

2. Inspektorat Daerah Kab. Pontianak.

Ket:

coret yang tidak periu

Ostmda-igiian

patia tangga
GStRETARiS l\ 9\\\ ^.RUPATEN PONTIANAK

) a wah

BERITA DAERA8KABUPATEM PONTIANAK

TAHUW ., &&.... NOMOR ....'.'{

NIP.

BUPATI

RIA

PONTIANAK,

Ifc

ORSAN
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LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR  :  .14 TAHUN2012
TANQGAL :  ?*@-<<- 2012

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SK PEMBETULAN/PEMBATALAN/PEN6HAPUSAN/PEN6URANGAN
SANKSI ADMINISTASI ATAS KESALAHAN TULIS

(&$$??] PEMERiNTAH KABUPATEN PONTIANAK
^^6J DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

~̂\* Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

Membaca

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR:

TENTANG
PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGHAPUSAN/PENGURANGAN

SANKS! ADMINISTRASI ATAS KESALAHAN TULIS ATAU

KESALAHAN HITUNG DALAM KETETAPAN PAJAK

BUPATI PONTIANAK

a. hasil pemeriksaan kantor/lapangan atas pengajuan pembetulan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD a.n.

b. bahwa  setelah  dipertimbangkan,  maka  penyelesaian  pembetulan  atas

SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD perlu ditetapkan dengn keputusan.

1. Pasal  ayat (  ) Perda Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2012

terrtang Pajak Sarang Burung Walet

2. Pasal  Peraturan BupatI Pontianak Nomor Tahun 2012

V@.,... Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGHAPUSAN/ PEN6URANGAN SANKSI ADMINISTRAS1 ATAS KESALAHAN
TULIS ATAU KESALAHAN HITUNG DALAM KETETAPAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Menerima sebagian/seluruhnya, menolak permohonan Wajib Pajak untuk Pembetulan Kesalahan

Tulis/Hitunh/Kekeliruan *) dalam ketetapan Pajak untuk atas nama :

SKPD/5KPDKB/SKPDKBT/STPD *) :

Atas pajak



Sehingga perhitungan semula dipertahankan / dikabulkan menjadi sebagai berikut:

KETIGA Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

An. Bupati Pontianak
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontisnak

Tembusa :

1.Wajib PaJEik.

2. Kasi Pelaporan Pendapatan DPPKAD

Ket:
*) coret yanj! tidak perlu j

DHsriiisngkan c i
pada tancjgal.).

SEiCRETORIS Df\

-HH

ft
ER/|

iriawah

fffBUPATEN PONTIANAK

6USTLRAMLANA
BGRITA DAERA" KABUPATEN PONTIANAK

TAHUM ..MS.... NOMOR ...\

NIP.

BUPATI

RIA

'ONTIANAK,

Uiv-

ORSAN

URAIAN

Semuadi

kurangkan/

ditambah
Menjadi

Menjadi

PAJAKYANSKURANG
DIBAYAR/DIKEMBAUKAN

(Rp.)

DENDA

(Rp.)

JLHYANGHARUS
DIBAYAR/

DIKEMBAL1KAN(Rp.)



LAMPIRANXXXI PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  :  U TAHUN 2012

TAN6GAL :  V-<i ~ 2012

TENTANS : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
TAHUN 2012TENTANG PAJAK SARAN6 BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / LAPANSAN
ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN/KELEBIHAN PEMBAYARAN

i

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / LAPANGAN *)
ATAS PERMOHONAN PENGEMBAUAN/KELEBIHAN PEMBAYARAN

PAJAK SARANG BURUNG WALET

..20.

Yang bertancla tangan di bawah ini:

Niip/Jabatan  :  

1. N a m a

Nilp/Jabatan

Berdasarkan Surat Perintah Nomor  Tanggal  Telah melakukan pemeriksaan

terhadap permohonan pengurangan/keringan dan pembebasan pajak atas nama :

Wajib Pajak

N P W P D

Alamiat

Atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT

Permohonan : No. tanda terima tanggal.

Dengan uraian temuan pemeriksan sebagai berikut:

@da tarwroia...
J-HIP!V- *K

HH 'ATEN PONTIANAK BUPATI 3ONTIANAK,

GUSTljmANA
(:ER>TA ti.3 f̂ ;/;SUPATtM PONTIANAK

@..t:;-JM^̂ t:...KOMCR.....̂

RIA NORSAN



LAMPIRAN XXXII PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  :  14 TAHUN 2012
TANGGAl :  Oy - C, - 2012

TENTAN6 : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
TAHUN 2012TENTANG PAJAKSARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN ISI SK PENGEMBAUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

fS8S*?l PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
E$t&j  DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUAN6AN DAN ASET DAERAH

-̂̂ ^^ Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

KEPUTUSAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR:

TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

PAJAK SARANG BURUNG WALET

BUPATI PONTIANAK

Membaca Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayar.,

Menimbang  :  a. bahwa pajak  Yang dimintakan pengembalian telah

b. bahwa berdasarkan SKPDLB menunjukan kelebihan pembayarann.

c. bahwa atas kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang yang

ada.

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan pengembalian pembayaran paj'ak dengSn

keputusan.

Mengingat :  1. Pasal  ayat(  ) Perda Kabupaten Pontianak Nomorl Tahun 2012

tentang Pajak Sarang Burung Walet

2. Pasal  Peraturan Bupati Pontianak Nomor Tahun 2012

Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

PENSEMBALIAN KELE8IHAN PEMBAYARAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

Permohonan Wajib Pajak ;

Nama :  

A 1 a m a t

NPWPD '? an
atas pajak terdapat kelebihan pembayaran sebesar

Rp ( )



KETIGA
pada ponit KEDUA adalah sebagaimana lampiran keputusan ini.

. Sebagaimana dimaksud

KEEMPAT :  Pengembalian kelebihan Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dilakukan

dengan :

b. dikompensasi dengan pajak Untuk tahun yang akan datang atas nama :

N a m a

A I a m a t

N P WP D

c.  Disumbangkan kepada Negara

KELIMA Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

An. Bupati Pontianak
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

Tembusa :

1. Wajib Pajak.

2.Kepala DPPKAD Kab. Pontianak ,@@

3. Inspektorat Kab. Pontianak|  i j

GiBno'QRgftan if j
parfa tanggaL.J
S KRETAR!S DAFjj fJPATEN PONTIANAK

' GUSTjiArlfllANA
BERITA DAER#HKABUPATEN PONTIANAK

TAHUK .. JkJ.V... NOMOR ,J.i

NIP.

BUPATI ONTJANAK,

tRIA IN|ORSAN



LAMP1RAN XXXIII PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  :  14 TAHUN 2012
TANGGAL :  V - C ~~ 2012

TENTANG : PETUNJUK P UKSAMAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

BENTUK DAN IS1 SKPDLB

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon MempawahTelp. (0561) 691779

No. Seri:.

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

No. Kohir: Tahun :

I. Identitas Wajih Pajak

1.Nama Wajib Pajak

2.Nama Badan

3.Alamat

a. Kab. / Kota

b. Kecamatan

c. Kel./Desa

d. J a I a n

e.' RT/fiW

4.NPWPD

11. lduntltas Pajak Daerah

a.lenis Pajak

b.Objek Pajak

?

PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

1.Pajak Yang telah disetor ke Kas Daerah

a. Nomordan tanggalSKPD/STPD

b. NomordantanggalSSPD

2.Pajak yang seharusnya terutang

Rp.

Rp-
Kelebihan Pembayaran Pajak (1 - 2 )

Untuk pembayaran pajak lainnya yang terutang

a. Jenis Pajak

b.Masa Pajak

c. Identitas Objek

1)

__J)

Rp.

Rp.

5. Jurnlah Pajak yang dikembalikan ( 3 -4 ) Rp-
Dengan Huruf :

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontlanak

NIP.

Diunjiciiwisaii di J
pacia tanagal../!
SSKRETARiS DAHRJ1

BUPATl[PONTIANAK,
BifPATEN PONTIANAK

IANA
RIA IfJORSAN

BERfTA CAER f̂ KABOPATEN PONTIANAK
T/iVJI  /vv\ -  iirmno  Ifl



D
tz

< Z3

2~ * frr

s is if I

<(5
UJQ
<

MBA

DIKE

2<
S<
g Ui
<2
CO <:PAD

Q 2

<t/i2:
a.s
O

n

ors< <

& B

X
12
UJIS)

<

ID

CO
a.

<

a.

5<
<

id LU

<5

i
a.2:

<^

<^li

o

. @1 i-

<
IAN

I#
_ i_ .

< I
a.
CD

O
Q_
zz.
in@@Jll_ 1

r.: <i.j l

;'; .i

<
IVORS.

<

\

; 1

'iV1-=i

@:3
;i>

Iu

r


